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	PENETAPAN

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

                                            Nomor :  488/347/10.08/2018
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



	Meninmbang 
	:
	a.
	bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

	
	
	b.
	bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

	
	
	c.
	bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; 

	
	
	d.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klarifikasi Informasi yang dikecualkan. 

	
	
	
	

	Mengingat 
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

	
	
	6.
	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

	
	
	7.
	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerag Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);


	Memperhatikan


	:
	
	Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018.

	M E M U T U S K A N :

	Menetapkan
	:
	
	

	KESATU
	:
	
	Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	
	Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KETIGA
	:
	
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	Ditetapkan di 
	: Kudus

	Pada tanggal 
	: 21 Juni 2018

	
	

	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

	SELAKU ATASAN PPID

	

	Ttd

	

	SUDJATMIKO


Tembusan: Kepada Yth

1. Bupati Kudus;

2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN ATASAN PPID KABUPATEN KUDUS
NOMOR 
: 488/347/10.08/2018
TANGGAL 
: 21 Juni 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor :  1/488/10.08/2018
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Kudus telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

	No
	Informasi
	Dasar Hukum Pengecualian
	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik
	Jangka Waktu

	
	
	
	Dibuka
	Ditutup
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Biodata pegawai beserta keluarga pegawai dalam bentuk hardcopy maupun softcopy
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, dan huruf h angka 1
	Dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 

Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga
	Dapat melindungi kepentingan privat atau pribadi warga Negara
	30 tahun

	2.
	Nomenklatur, Singkatan, Akronim, Bentuk dan Kode Pengamanan Stempel Jabatan serta Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 065.2/205/2016

	Dapat disalah gunakan untuk kepentingan pihak tertentu 
	Dapat melindungi produk hukum yang ada dan melindungi OPD
	30 tahun

	

	-2-

	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	3.
	Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit
	UU RI No.14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik Pasal  14  huruf c

laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab social perusahaan yang  sudah diaudit; 


	Laporan keuangan belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik


	Laporan keuangan belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik


	 Sampai diaudit dan mendapat persetujuan pimpinan

	4.
	Proses penjualan / lelang Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan penghapusan

· Dokumen yang terkait dengan penjualan / lelang Barang milik daerah  yang sedang berlangsung

· Harga perkiraan sendiri (HPS)


	UU RI No.14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  huruf e angka 3 dan huruf b


	1. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu mempengaruhi  pendapatan daerah:

· penawaran dari pemohon lelang akan rendah, hal ini akan mengurangi  peningkatan PAD

· Persaingan usaha tidak sehat akan terus terjadi
	menjamin agar persaingan usaha yang sehat tetap berlangsung dan dapat meningkatkan PAD


	30 tahun

	
	
	
	
	
	

	

	-3-

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	5.
	Data Identitas nama penyewa  tanah / gedung   milik Pemkab


	 UU RI No.14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   huruf g dan huruf h angka 1
	1. Dapat mengungkapkan isi fakta yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
2. Dapat mengungkap rahasia pribadi  dari penyewa tanah / gedung milik Pemkab


	Dapat melindungi kepentingan privat atau pribadi warga Negara, sesuai  pasal 28 G UUD 1945 menyebutkan hak setiap orang mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta

	30 tahun

	6.
	Perjanjian  kerjasama yang belum ditetapkan
	UU RI No.14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b 
	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu mempengaruhi  pendapatan daerah:

· penawaran dari pemohon lelang akan rendah, hal ini akan mengurangi  peningkatan PAD


	menjamin agar persaingan usaha yang sehat tetap berlangsung dan dapat meningkatkan PAD


	30 tahun


	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

	SELAKU ATASAN PPID

	

	Ttd

	

	SUDJATMIKO


PEMERINTAH  KABUPATEN  KUDUS


SEKRETARIAT DAERAH


Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp.(0291) 444167 Fax. (0291) 439300


Kudus 59318








